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BAB III  

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Penanggulangan tindak pidana narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Wirogunan melalui kajian politik kriminal terlihat melalui 

Kebijakan Penal dan Non-Penal. 

Kebijakan Penal yang ditempuh LAPAS Wirogunan yaitu 

LAPAS Wirogunan langsung melapor kepada kepolisian setempat. 

LAPAS Wirogunan menyerahkan kepada penegak hukum sepenuhnya 

kasus terssebut dan mendukung penuh pemberantasan peredaran narkotika 

yang terjadi di internal lingkungan lembaga pemasyarakatan. Disayangkan 

LAPAS Wirogunan hanya me-monitor perkembangan dengan bersifat 

pasif, artinya hanya akan bergerak menyerahkan data-data terkait yang 

diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan sepanjang dibutuhkan pihak 

kepolisian. 

Kebijakan Non-penal yang ditempuh LAPAS Wirogunan 

sebagai berikut : 

1. Sweeping (penggeledahan) yang dilakukan seminggu sekali oleh 

internal Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan termasuk usaha 

yang rasional. 

2. Pelatihan Sumber Daya Manusia terhadap petugas LAPAS 

Wirogunan termasuk usaha yang rasional. 
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3. Penggeledahan bersama Kemenkumham Kanwil Yogyakarta 

termasuk usaha yang rasional. 

4. Wacana untuk ke depan seragam petugas LAPAS akan didesain 

tidak menggunakan kantung saku termasuk usaha yang tidak 

rasional. 

5. Pembelian alat deteksi Narkotika termasuk usaha yang rasional. 

Kesimpulannya kebijakan kriminal yang dilakukan oleh LAPAS 

Wirogunan sebagian besar termasuk usaha yang rasional untuk mencegah 

kejahatan tersebut terulang kembali. 

 

B. SARAN 

Setelah melakukan penulisan hukum ini dan memperoleh hasil 

dari penelitian, serta telah melakukan analisis hukum, penulis memandang 

masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan diluar kesimpulan yang 

penulis dapat. Saran dari penulis sebagai berikut : 

1. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan cara 

mensosialisasikan apa saja bahaya dari konsumsi narkotika, hal-hal 

yang dilarang dibawa untuk kunjungan ke LAPAS agar mampu 

meminimalisir celah peredaran narkotika. 

2. Rotasi petugas LAPAS, perlu dilakukan karena petugas dan 

narapidana yang berada dalam satu lingkungan dalam waktu yang 

lama secara langsung bisa menimbulkan kedekatan personal dan 

rawan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang 
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menguntungkan masing-masing pihak. Sehingga apabila rotasi 

petugas rutin dilakukan, maka baik narapidana maupun petugas 

akan segan, karena tidak memiliki kedekatan secara personal.
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